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ABSTRACT.This paper aims to identify factors that affect the government capital 
expenditure and determine the effect of government capital expenditure on regional 
economic growth at regency/ city in West Java province during 2004-2010 using 
simultaneous recursive model. Method of estimation models using panel data regression 
analysis with random effect model. The results showed that the dependence of local 
revenue from the central government and province, national priority programs from the 
Special Allocation Fund (DAK) and incoming financing (Penerimaan Pembiayaan) have 
a positive effect and significant on capital expenditure, while the number of civil servants 
have negative effect and significant on capital expenditure. Local own revenue (PAD) 
and the availability of basic educational infrastructure have a positif effect but not 
significant influence on capital expenditures. Allocation of capital expenditure have 
positive effect on economic growth, but not significant, indicating relatively low capital 
expenditure so it has not been a significant effect on regional economic growth..  

Keywords: Government capital expenditure, economic growth, recursive model, random 
effect model, panel data. 

 
I. PENDAHULUAN  

Pembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang 

lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Samuelson dan 

Nordhaus (2004), salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan diantaranya 

dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan barang dan jasa yang dihasilkan 

suatu daerah. Faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain 

ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pembentukan modal, dan teknologi.  

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diantaranya 

melalui kebijakan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang akan mendorong 

peningkatan permintaan produksi dalam perekonomian. Studi empiris hubungan antara 

pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang 

berbeda, hal ini terungkap dari penelitian Purbadharmaja (2006) dan Sodik (2007) yang 

menunjukkan pengeluaran pemerintah memberi kontribusi nyata dan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi sedangkan Barro dalam Alexiou (2009) dan Ramayandi (2003) 
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menunjukkan hubungan negatif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Bentuk pengeluaran pemerintah berupa alokasi belanja modal untuk penyediaan 

berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi aset tetap daerah dan 

mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun diharapkan dapat menjadi modal penunjang 

terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian dari Alexiou (2009) dan 

Rahayu (2004) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi publik 

menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Selama tahun 2004-2010 total realisasi belanja modal APBD kab/kota di Jawa 

Barat mengalami peningkatan dari Rp.1,64 triliun (0,54% dari PDRB) pada tahun 2004 

menjadi Rp.4,99 triliun (0,71% dari PDRB) pada tahun 2010 dengan rata-rata 

peningkatan setiap tahunnya sebesar 22,66%. Ditinjau dari komposisi belanja APBD, 

rasio belanja modal terhadap total belanja APBD pada tahun 2004 mencapai 12,79% dan 

terus mengalami peningkatan per tahunnya sampai tahun 2007 mencapai sebesar 21,98%, 

namun setelah itu cenderung terus menurun hingga pada tahun 2010 mencapai sebesar 

14,45%. Apabila dilihat pencapaian untuk setiap kab/kota terlihat memiliki nilai yang 

bervariasi dan menunjukkan kecenderungan hubungan positif antara belanja modal 

dengan peningkatan PDRB. 
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Gambar 1. Scatterplot PDRB Konstan vs Belanja Modal  

Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2010 

Masih rendahnya kebijakan pengeluaran belanja modal APBD bagi penyediaan 

berbagai fasilitas publik akan berdampak pada tingkat ketersediaan infrastruktur yang 

diperlukan bagi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga perubahan 

komposisi belanja APBD bagi kebutuhan belanja modal guna mendorong perekonomian 

daerah perlu dilakukan. Semakin tinggi alokasi belanja modal maka diharapkan semakin 
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tinggi pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu pada penelitian 

ini akan diteliti faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi alokasi belanja modal dan 

sejauhmana pengaruh alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

 

II. KAJIAN LITERATUR  

 Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting tolok ukur 

keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara yang menggambarkan telah 

terjadinya peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan sebagai syarat yang diperlukan 

bagi proses pembangunan. Simon Kuznets dalam Todaro (2003), mengungkapkan bahwa 

peningkatan investasi fisik maupun sumberdaya manusia yang dapat meningkatkan 

produktivitas merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi. 

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow-Swan dalam Sukirno 

(2006), faktor-faktor yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu 

tenaga kerja, akumulasi modal serta tingkat kemajuan teknologi. Menurut Mankiw 

(2006), pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa bagi pemenuhan 

pelayanan publik merupakan salah satu komponen pembentuk GDP yang akan 

menyebabkan adanya pertukaran output barang dan jasa dalam perekonomian. Menurut 

Tambunan (2011), pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal 

pemerintah yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. 

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal didasarkan pada 

kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan 

maupun untuk fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 

jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Melalui peningkatan belanja modal 

APBD tersebut diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru 

di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk kegiatan 

produksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.  

Halim dan Abdullah (2006), menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal 

berkaitan dengan ketersediaan pendanaan dari pendapatan daerah. Sementara Sularso dan 

Restianto (2011), memperlihatkan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga anggaran yang dialokasikan dapat menjadi 

stimulus terhadap perekonomian. 

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pemerintah melakukan transfer 

dana APBN kepada daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai 

kegiatan khusus prioritas nasional yang menjadi urusan daerah yang diarahkan pada 
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kegiatan yang bersifat investasi pembangunan berbagai sarana dan prasarana pelayanan 

publik. Daerah penerima DAK memiliki kewajiban  untuk  menyediakan dana 

pendamping dalam APBD minimal sebesar 10% dari jumlah DAK yang diterima. Dengan 

demikian, peningkatan transfer  berupa DAK akan turut mendorong peningkatan alokasi 

belanja modal pada APBD. 

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai 

fasilitas publik adalah penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, 

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman, dan penerimaan 

kembali pemberian pinjaman.  

Selain ditentukan oleh kemampuan pendanaan, alokasi belanja modal akan 

ditentukan pula oleh kondisi ketersediaan infrastruktur daerah yang dihadapi diantaranya 

ketersediaan infrastruktur pendidikan dasar sebagai salah satu upaya pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Disamping itu, alokasi belanja modal turut 

dipengaruhi oleh kebutuhan alokasi belanja lainnya dalam APBD terutama pemenuhan 

kebutuhan belanja pegawai.  Banyaknya jumlah aparatur PNS akan berkaitan kebutuhan 

belanja pegawai dalam APBD dapat menjadi faktor yang mempengaruhi besarnya 

ketersediaan dana untuk alokasi belanja modal. 

Penelitian sebelumnya yang menganalisis hubungan belanja modal pemerintah 

terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya Alexiou (2009), bahwa pertumbuhan 

ekonomi dipengaruhi oleh belanja modal pemerintah, belanja konsumsi pemerintah, 

investasi swasta, tenaga kerja, perdagangan bebas serta bantuan luar negeri. Sementara 

pada penelitian Sularso (2011) hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi 

disusun dalam bentuk simultan dimana kinerja keuangan daerah berupa derajat 

desentralisasi, ketergantungan keuangan, efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD 

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dan belanja modal berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

 

III. METODE 

 Data yang dipergunakan pada penelitian berupa data panel 25 kab/kota di 

provinsi Jawa Barat yang diamati selama tahun 2004 sampai 2010, yang diperoleh dari 

berbagai instansi  antara lain publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Bappeda 

Provinsi Jawa Barat dan BPS Kab/Kota di Jawa Barat .   
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Pada penelitian ini spesifikasi model yang digunakan mengacu pada penelitian 

sebelumnya oleh Sularso (2011), Alexiou (2009) dan Wibowo (2008) dengan dilakukan 

modifikasi model dikarenakan tidak semua variabel diteliti serta pendekatan yang 

berbeda terhadap variabel yang diteliti. Pada penelitian ini variabel belanja modal 

berperan sebagai variabel bebas dan juga variabel tidak bebas, sehingga hubungan antara 

belanja modal dan pertumbuhan ekonomi dapat disusun sebagai model persamaan regresi 

simultan berulang (Recursive Models) dan disusun dalam bentuk logaritma natural (ln) 

sehingga setiap koefisien variabel bebas bermakna elastisitas sebagai besarnya persentase 

perubahan nilai variabel tidak bebas akibat peningkatan satu persen nilai variabel bebas. 

Persamaan Belanja Modal : 

	 	 	 ln 	 ln 	   	   

																									+  	     +  	  +  	    +       (1) 

 

Persamaan pertumbuhan ekonomi : 

	 	∝ ∝ ln 	 ∝ 	  + ∝  	   + ∝  	    

																										+ ∝  	   +  ∝  	   + ∝  	  +               (2) 

dimana :  

PDRB =  PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. 

RBMP  = rasio belanja modal terhadap PDRB adh berlaku . 

RBPP =  rasio belanja pegawai terhadap PDRB adh berlaku. 

RBBP = rasio belanja barang & jasa terhadap PDRB adh berlaku. 

KPAD  = Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah 

sebagai rasio PAD terhadap total pendapatan APBD.  

KTKEU  = ketergantungan keuangan daerah sebagai rasio pendapatan 

transfer dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap total 

pendapatan APBD. 

RDAKP  = rasio DAK terhadap PDRB adh berlaku.  

RPENBIP  = rasio penerimaan pembiayaan daerah terhadap PDRB adh 

berlaku. 

RPMADN = Investasi Swasta dengan pendekatan rasio realisasi investasi 

PMA dan PMDN terhadap total total PDRB adh berlaku.  
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TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebagai rasio jumlah angkatan 

kerja terhadap penduduk usia kerja. 

RPENDAS = tingkat penyediaan prasarana pendidikan dasar sebagai rasio 

jumlah penduduk usia sekolah 7-15 tahun terhadap jumlah 

prasarana sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP). 

RPPUK = Tingkat pendidikan penduduk usia kerja yang menyelesaikan 

pendidikan SMA sebagai rasio penduduk usia kerja (berusia 15 

tahun ke atas) yang menyelesaikan pendidikan SMA.  

POP  = Jumlah penduduk 

PNS  = Jumlah pegawai negeri sipil daerah 

u dan v  = bentuk error (variabel lain yang tidak terdapat pada model) 

 

Penelitian ini menggunakan data panel, dan menurut Gujarati (2003) penaksiran 

model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pooled Least 

Square Mode (PLS)l, Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), 

tergantung kepada asumsi yang dibuat terhadap koefisien intersep, koefisien kemiringan 

dan bentuk variabel error dalam model. Pada model PLS, dilakukan penggabungan data 

tanpa melihat adanya perbedaan antar individu maupun antar waktu. Pada FEM 

diasumsikan terdapat  efek  yang  berbeda  antar  individu yang diakomodasi melalui 

perbedaan intersep pada model. Sementara pada REM, perbedaan karakteristik antar 

individu bersifat random dan dimasukan ke dalam bentuk error pada model. 

Menurut Baltagi (2011), untuk memilih antara PLS atau FEM dapat dipergunakan 

uji F (uji Chow), untuk memilih antara PLS atau REM maka dapat dipergunakan Uji 

Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM), sementara untuk memilih antara FEM atau 

REM dapat dilakukan uji Hausman. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dari penaksiran parameter model persamaan belanja modal dengan metode PLS, 

FEM dan REM, setelah dilakukan pengujian pemilihan model dengan uji hausman 

menunjukkan bahwa model REM lebih baik dibandingkan dengan FEM (p-value = 

0,9418), sehingga persamaan belanja modal dengan menggunakan metode random effect 

sebagai berikut : 
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lrbmp = - 5,05 + 0,26*lrdakp + 0,43*lrpenbip+0,13*lkpad  + 1,38*lktkeu  
z stat     (-1.61)       (6,22)      (6,69)     (0,79)   (2,49)     

       + 0,15*lrpendas - 0,17*lpns  
z stat                 (0,392)        (-2.13) 
     
R2 = 0,6383   F = 26,74 [0,000] 
 

Hasil uji signifikansi model dengan uji F menunjukkan hasil yang signifikan 

artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap model. Adapun 

kemampuan model yang disusun mampu menjelaskan variabel belanja modal sebesar 

63,83% dan sisanya sebesar 36,17% dijelaskan variabel lain diluar model.  

Hasil pengujian signifikansi model secara individual menunjukkan bahwa variabel 

rasio DAK terhadap PDRB dan rasio penerimaan pembiayaan terhadap PDRB signifikan 

untuk resiko kekeliruan sebesar 1%. Variabel ketergantungan keuangan daerah terhadap 

dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi serta variabel 

jumlah PNS berpengaruh signifikan pada resiko kekeliruan 5%. Sementara kontribusi 

PAD dan ketersediaan prasarana pendidikan dasar tidak signifikan terhadap model. 

Rasio DAK terhadap PDRB berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan 

tingkat elastisitas sebesar 0,26, artinya untuk setiap peningkatan 1% rasio DAK terhadap 

PDRB maka rasio belanja modal terhadap PDRB akan meningkat sebesar 0,26%. Hal ini 

menunjukkan bahwa dana transfer APBN yang secara khusus diarahkan untuk mendanai 

kegiatan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional secara signifikan telah 

mendorong peningkatan belanja modal penyediaan berbagai infrastruktur publik. 

Rasio penerimaan pembiayaan terhadap PDRB memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap belanja modal dengan tingkat elastisitas sebesar 0,43 artinya untuk 

setiap peningkatan 1% rasio penerimaan pembiayaan terhadap PDRB maka rasio belanja 

modal terhadap PDRB akan meningkat sebesar 0,43%.  

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan APBD memberikan pengaruh positif 

terhadap belanja modal namun tidak signifikan. Masih rendahnya kemampuan daerah 

untuk mendanai secara mandiri berbagai kegiatan pembangunan menjadi tantangan bagi 

pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk dapat mendorong peningkatan 

kemampuan pendapatan daerah. Sebagai ukuran derajat desentralisasi, dengan 

meningkatnya kontribusi PAD menunjukkan meningkatnya kemampuan penyelenggaraan 

desentralisasi. 
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Ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer memberikan pengaruh 

yang paling besar terhadap belanja modal. Dengan tingkat elastisitas sebesar 1,38 berarti 

untuk setiap peningkatan 1% rasio ketergantungan keuangan daerah dari dana transfer 

terhadap PDRB maka rasio belanja modal terhadap PDRB akan meningkat sebesar 

1,38%. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya ketergantungan alokasi belanja modal 

terhadap sumber penerimaan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dan provinsi. 

Tingkat penyediaan prasarana pendidikan dasar memberikan pengaruh yang positif 

terhadap belanja modal namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan alokasi dana untuk 

penyelenggaraan pendidikan dasar belum secara optimal diarahkan untuk kegiatan 

penambahan unit sekolah baru.  

Jumlah aparatur PNS daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja 

modal dengan tingkat elastisitas sebesar -0,17, artinya untuk setiap peningkatan 1% 

jumlah PNS daerah maka rasio belanja modal terhadap PDRB akan menurun 0,17%. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi belanja modal sangat dipengaruhi oleh 

kebutuhan alokasi belanja lainnya diantaranya belanja pegawai. Jumlah PNS yang cukup 

besar akan berkonsekuensi pada meningkatnya kebutuhan jumlah belanja pegawai dalam 

APBD dan pada sisi lain berdampak pada ketersediaan dana untuk alokasi belanja modal. 

Terdapat 11 daerah memiliki nilai random effect belanja modal bertanda positif 

atau berada diatas rata-rata keseluruhan kab /kota di Jawa Barat , yaitu kota Cimahi, kab 

Kuningan, kota  Cirebon, kab  Karawang, kota  Tasikmalaya, kab Bandung, kab  Cianjur, 

kota Bandung, kab Bogor, kota  Sukabumi dan kab  Indramayu. Artinya rasio belanja 

modal terhadap PDRB pada ke-11 kab/kota tersebut relatif lebih baik dibandingkan 14 

kab/kota lainnya. 

Penaksiran parameter persamaan pertumbuhan ekonomi dengan recursive model 

dilakukan dengan metode pooled least square, fixed effect dan random effect, setelah 

dilakukan pengujian pemilihan model dengan uji hausman menunjukkan bahwa model 

random effect lebih baik dibandingkan fixed effect (p-value = 0,1137), sehingga 

persamaan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan REM sebagai berikut : 

lpdrb = – 5,1  + 0,02 *lrbmp_hat + 0,14 *lrbpp + 0,006 *lrbbp + 0,36*ltpak  
z stat     (-2,82)  (0, 87)  (2,52)       (0,26)    (5,50)  

  –  0,001 *lrpmadn  + 0,85 *lpop  + 0,15 *lrppuk 
z stat               (-0,24)  (6,63)  (3,83)    

R2 = 0,6315   F = 36,27[0,000] 
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Hasil uji signifikansi parameter model dengan uji F menunjukkan hasil yang 

signifikan (p-value=0,000) artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap model dengan kemampuan model menjelaskan variabel dependen 

pertumbuhan ekonomi sebesar 63,15% dan sisanya sebesar 36,85% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model.  

Dari hasil pengujian signifikansi model secara individual menunjukkan bahwa 

rasio belanja modal terhadap PDRB memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya alokasi belanja 

modal untuk kegiatan pembangunan berbagai fasilitas publik sehingga belum 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Disamping itu, 

dalam proses penyusunan anggaran belanja modal yang melibatkan pihak eksekutif dan 

legislatif memungkinan terjadinya distorsi pengalokasian belanja modal sebagai dampak 

kecenderungan untuk memaksimalkan utilitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

penyusunan anggaran sesuai dengan preferensinya, sebagaimana diungkapkan Magner 

dan Johnson dalam Suryarini (2012). 

Terdapat 10 daerah memiliki nilai random effect PDRB bertanda positif atau 

berada diatas rata-rata keseluruhan kab/kota di Jawa Barat, yaitu kab Bekasi, kota 

Cirebon, kota  Bandung, kota  Cimahi, kab Karawang, kab Purwakarta, kab Indramayu, 

kab Bandung, kab Bogor dan kota  Bekasi. Nilai PDRB pada ke-10 kab/kota tersebut 

relatif lebih baik dibandingkan dengan 15 kab/kota lainnya. 

Faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 

tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, tingkat pendidikan penduduk usia 

kerja yang menyelesaikan pendidikan SMA serta rasio belanja pegawai terhadap PDRB. 

Sementara itu, rasio belanja barang terhadap PDRB dan rasio penanaman modal asing 

dan dalam negeri terhadap PDRB tidak berpengaruh signifikan. 

 

V. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan alokasi belanja 

modal untuk penyediaan berbagai fasilitas publik pada APBD kab/kota di Jawa 

Barat selama tahun 2004-2010 meliputi rasio DAK terhadap PDRB, rasio 

penerimaan pembiayaan terhadap PDRB dan ketergantungan keuangan daerah 

terhadap dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, 
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sementara jumlah PNS berpengaruh signifikan terhadap berkurangnya alokasi 

belanja modal.  

2. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dan ketersediaan prasarana 

pendidikan dasar berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, namun tidak 

signifikan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kemampuan daerah untuk 

mendanai secara mandiri berbagai kegiatan pembangunan serta alokasi dana untuk 

penyelenggaraan  pendidikan dasar belum secara optimal diarahkan untuk dapat 

menambah unit sekolah baru. 

3. Alokasi belanja modal berpengaruh positif pertumbuhan ekonomi namun tidak 

signifikan. Terdapatnya perbedaan kemampuan setiap daerah untuk mendanai 

berbagai kegiatan pembangunan termasuk pengalokasian belanja modal 

infrastruktur publik menyebabkan pengaruh belanja modal menjadi tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.  

4. Faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 

tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, tingkat pendidikan penduduk 

usia kerja yang menyelesaikan pendidikan SMA serta rasio belanja pegawai 

terhadap PDRB. Sementara itu, rasio belanja barang terhadap PDRB dan rasio 

penanaman modal asing dan dalam negeri terhadap PDRB tidak berpengaruh 

signifikan. 

  

Implikasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:  

1. Peningkatan porsi belanja modal dalam komposisi belanja APBD kab/kota di Jawa 

Barat melalui penggalian potensi PAD dalam upaya meningkatkan kemampuan 

kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan keuangan dari dana 

transfer baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.  

2. Dana transfer APBN kepada Daerah yang secara khusus diarahkan bagi penyediaan 

berbagai infrastruktur publik (DAK) perlu terus ditingkatkan terutama pada daerah 

yang masih memiliki kemampuan keuangan yang masih rendah guna meningkatkan 

ketersediaan infrastruktur daerah untuk mendorong perekonomian daerah. 

3. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan dana bagi alokasi belanja modal 

penyediaan berbagai fasilitas kebutuhan publik, kebijakan pengangkatan pegawai 

negeri sipil daerah perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan prioritas dan 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak menjadi beban 

peningkatan belanja dalam APBD.  
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4. Perlu dilakukan upaya peningkatan realisasi investasi daerah untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya melalui peningkatan ketersediaan 

infrastruktur daerah dalam menarik minat investasi di daerah. 

5. Perlu dilakukan penelitian lanjut terhadap faktor-faktor lain yang diduga dapat 

berpengaruh terhadap alokasi modal untuk meningkatkan kemampuan  variabel-

variabel yang dapat menjelaskan belanja modal. 
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